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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.7/MENHUT-II/2011

TENTANG

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kepemerintahan
yang baik di bidang kehutanan diperlukan keterbukaan
informasi;

b. bahwa keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian
Kehutanan merupakan sarana dalam mengoptimalkan
pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pembangunan
kehutanan dan mempercepat pencapaian pengelolaan hutan
lestari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
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2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4412);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5056);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4814);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman
Nasional, Taman Hutan Rakyat dan Taman Wisata Alam
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5116);

10. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan
Data Spasial Nasional;

11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;

12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;

13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 59/Menhut-II/2008
Tentang Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Departemen
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 53);

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2010
tentang Sistem Informasi Kehutanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3);

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
405);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non
elektronik.

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik.

3. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan,
kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang disingkat PPID adalah
pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan
publik.

5. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi
publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini.

6. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum
Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini.

7. Penyedia Informasi Publik adalah Pusat Hubungan Masyarakat dan Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan yang memberikan pelayanan
informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan.
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8. Sumber informasi adalah lembaga pemerintah atau non pemerintah atau
individu yang memberikan data atau informasi kepada penyedia informasi.

9. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di
bidang kehutanan.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP PELAYANAN INFORMASI

Pasal 2

Azas pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan adalah:

1. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan;

2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia
sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum
didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi.

Pasal 3

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan
adalah :

1. Mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia
informasi dengan pemohon dan pengguna informasi kehutanan;

2. Mewujudkan pengintegrasian antara penyedia informasi kehutanan dengan
PPID lingkup Kementerian Kehutanan dalam pelayanan informasi
kehutanan kepada publik.

Pasal 4

Prinsip pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kehutanan
adalah :

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip mudah,
cepat, tepat waktu dan sederhana;

2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;

3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, sesuai dengan
jenis dan format yang tersedia.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian
Kehutanan meliputi :
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